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Abstrak: Bantuan sosial merupakan instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan, terutama di daerah 

perdesaan yang rentan secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan bantuan sosial oleh 

keluarga penerima manfaat di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. 

Menggunakan metode mixed methods dengan Kalurahanin concurrent embedded, penelitian melibatkan 40 

responden dan 10 informan. Mayoritas responden berusia produktif, berstatus menikah, bekerja sebagai ibu 

rumah tangga, berpendidikan SMA, menanggung 4 jiwa dan berpenghasilan rendah. Hasil menunjukkan, bahwa 

sebagian besar responden memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti 

pendidikan dan pangan, dan untuk menangani masalah finansial seperti hutang dan kebutuhan lainnya. 

Kontribusi bantuan sosial terhadap pendapatan keluarga berkisar antara 4%-58,9% dan terhadap pengeluaran 

4,89%-47,18%. Bantuan sosial memainkan peran penting dalam mendukung kesejahteraan ekonomi keluarga, 

terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar. Namun, 85% responden masih berada di bawah garis kemiskinan 

nasional. Meski membantu meringankan beban ekonomi, diperlukan peningkatan efektivitas program bantuan 

sosial melalui penargetan yang lebih tepat dan pemberdayaan ekonomi. Rekomendasi yang diajukan mencakup 

integrasi program bantuan sosial dengan literasi keuangan dan pemberdayaan untuk meningkatkan 

kemandirian penerima manfaat.  

Kata kunci: Kalurahan Ngargosari, bantuan sosial, pengentasan kemiskinan, penerima manfaat, metode 

campuran 

Abstract: Social assistance is important in alleviating poverty, especially in economically vulnerable rural areas. This 

research aims to analyze the utilization of social assistance by beneficiary families in Ngargosari Village, Samigaluh District, 

Kulon Progo Regency. Using a mixed methods approach and a concurrent embedded design, this study involved 40 

respondents and 10 informants. Most respondents of this research are married, of productive age, work as housewives, have 

a high school education, have low income, and support four dependents. The findings showed that social assistance played a 

crucial role in supporting the economic well-being of families, especially in meeting basic needs such as food and education. 

The social assistance has contributed to family income ranging from 4% to 58.9%, and to expenditure, from 4.89% to 

47.18%. However, 85% of respondents are still below the national poverty line. Although it helps alleviate the economic 

burden, there is a need to enhance the program's effectiveness through more precise targeting and economic empowerment. 

The recommendations include integrating social assistance programs with financial literacy and empowerment to enhance 

beneficiaries' independence.  
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1. Pendahuluan 

Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dirancang untuk 

mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan memberikan dukungan kepada masyarakat 

rentan agar mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka (Kementerian Sosial RI, 2020). Program 

seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Non-Tunai (BPNT) bertujuan mendukung 

peningkatan kualitas hidup penerima manfaat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun 

kesejahteraan secara umum (Samuda & Suprihartiningsih, 2023; The World Bank, 2017). Dukungan 

yang sama diberikan ketika Pemerintah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang berperan 

meningkatkan modal manusia di kalangan penerima manfaat dengan memberi mereka akses lebih baik 

terhadap pendidikan dan layanan kesehatan Becker (1975). Namun keberhasilan program bansos 

dalam mencapai tujuan tersebut bergantung pada sejauh mana bantuan dapat dimanfaatkan secara 

efektif oleh penerima. 

Dalam memahami efektivitas pemanfaatan bansos, Teori Kebutuhan Dasar (Basic Needs Theory), 

Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) dan Teori Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) 

adalah tiga teori yang sangat relevan dalam menjelaskan bagaimana bantuan sosial berfungsi untuk 

memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin dan menjaga ketahanan mereka terhadap risiko sosial 

dan ekonomi. Teori Kebutuhan Dasar yang dikemukakan oleh (Doyal & Gough, 1991) menekankan 

pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk mencapai 

kesejahteraan. Konsep ini relevan karena bansos dirancang untuk memenuhi kebutuhan mendasar 

masyarakat miskin, yang menjadi prasyarat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa bansos, seperti PKH, secara signifikan meningkatkan akses terhadap 

pendidikan dan kesehatan bagi keluarga penerima manfaat (Olken et al., 2014). Penelitian (Arfandi et 

al., 2022; Firmansyah & Solikin, 2019) menemukan, bahwa program bantuan sosial seperti Rastra, PIP, 

dan PKH telah terbukti secara signifikan mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan di 

Indonesia. Program-program ini digambarkan memiliki sifat progresif mutlak, yang berarti mereka 

lebih bermanfaat bagi segmen masyarakat yang lebih miskin. Namun, studi lain mengindikasikan 

bahwa keterbatasan akses infrastruktur di wilayah perdesaan seringkali menghambat optimalisasi 

pemanfaatan bantuan (Laksono et al., 2019; Weeks et al., 2023). Selain itu, faktor-faktor seperti tingkat 

pendidikan penerima, pemahaman terhadap tujuan program, dan kemampuan untuk memanfaatkan 

bantuan secara produktif juga turut mempengaruhi efektivitas program tersebut (Bazzi et al., 2012; 

Suryahadi & Al-Izzati, 2018).  

Teori Modal Manusia yang dikemukakan oleh Becker (1975) menekankan pentingnya investasi 

dalam pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam berkontribusi 

terhadap ekonomi. Bantuan sosial, khususnya melalui program-program seperti PKH dan Kartu 

Indonesia Sehat (KIS), bertujuan untuk meningkatkan modal manusia di kalangan penerima manfaat 

dengan memberi mereka akses lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Dengan 

demikian, bantuan sosial tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga 

berperan dalam pembangunan kapasitas jangka panjang bagi penerima manfaat. 

Lebih jauh, program bantuan sosial juga terkait erat dengan Teori Jaring Pengaman sosial, yang 

menyatakan bahwa bantuan sosial berfungsi sebagai alat perlindungan bagi kelompok rentan yang 

menghadapi risiko ekonomi dan sosial. Teori ini berpendapat bahwa intervensi pemerintah melalui 

bantuan sosial diperlukan untuk mencegah jatuhnya kelompok rentan ke dalam kemiskinan yang lebih 

parah, terutama dalam situasi krisis ekonomi atau bencana (Sabates‐Wheeler & Devereux, 2013). 
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Pemerintah Indonesia, melalui berbagai program bantuan sosial, bertujuan untuk menciptakan 

jaringan pengaman sosial yang dapat melindungi masyarakat dari kerentanan ekonomi, terutama di 

wilayah perdesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya. Di sisi lain, Teori Jaring 

Pengaman Sosial memandang bantuan sosial sebagai mekanisme untuk memberikan proteksi sosial 

kepada individu atau keluarga yang rentan, yang mungkin terjebak dalam siklus kemiskinan dan 

kesulitan ekonomi. Program bantuan sosial, seperti PKH, bertujuan untuk memperkuat jaringan 

pengaman ini, agar keluarga miskin tidak semakin terpuruk dalam kerentanannya. Beberapa 

penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Saputra & Julia, 2021) menemukan, bahwa 

program bantuan sosial, khususnya PKH dan PBI, secara signifikan mengurangi kemiskinan di 

Indonesia, terutama selama penurunan ekonomi, menunjukkan efektivitasnya sebagai jaring 

pengaman sosial di tengah tantangan seperti pengangguran dan utang pemerintah. Sedangkan (Dinda 

Pramisita et al., 2023) menyoroti dampak bantuan sosial yang signifikan terhadap pengeluaran pangan 

rumah tangga miskin, sehingga berkontribusi pada kerangka jaring pengaman sosial yang lebih luas. 

Dalam konteks penelitian ini, Teori Kebutuhan Dasar (Basic Needs Theory) yang dikemukakan 

oleh (Doyal & Gough, 1991) berfungsi untuk memahami bagaimana bantuan sosial memenuhi 

kebutuhan dasar masyarakat miskin, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, Teori 

Modal Manusia (Human Capital Theory) oleh (Becker, 1975) menghubungkan bantuan sosial dengan 

pengembangan modal manusia, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu melalui 

pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Kedua teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan 

bagaimana bantuan sosial tidak hanya memenuhi kebutuhan mendasar, tetapi juga mempersiapkan 

masyarakat miskin untuk berdaya saing dalam jangka panjang. Selanjutnya, Teori Jaring Pengaman 

Sosial (Social Safety Net Theory) menurut (Sabates‐Wheeler & Devereux, 2013) memberikan perspektif 

tambahan yang menjelaskan peran bantuan sosial dalam melindungi kelompok rentan dari kerentanan 

ekonomi yang lebih dalam. Penelitian ini menghubungkan ketiga teori ini dalam menilai dampak 

bantuan sosial di Kalurahan Ngargosari, dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan 

aksesibilitas yang terbatas di wilayah perdesaan. 

Implementasi program bantuan sosial di Indonesia menghadapi  tantangan utama berupa 

ketimpangan distribusi dan perbedaan efektivitas antarwilayah, khususnya di daerah perdesaan dan 

terpencil seperti Kalurahan Ngargosari, yang memiliki keterbatasan akses informasi dan infrastruktur. 

Keterbatasan infrastruktur, seperti jaringan transportasi yang buruk dan kurangnya fasilitas umum, 

memperburuk distribusi informasi mengenai program bantuan sosial. Selain itu, ketergantungan 

masyarakat terhadap bantuan langsung tanpa pemahaman yang cukup tentang tujuan jangka panjang 

program ini seringkali menghambat penerima untuk memanfaatkan bantuan secara optimal.  Kondisi 

ini dapat memunculkan ketidakpuasan sosial di kalangan masyarakat, terutama ketika mereka merasa 

bahwa bantuan yang diterima tidak cukup untuk mengatasi kerentanan jangka panjang mereka. 

Runciman (1966), menjelaskan bahwa ketimpangan sosial yang dirasakan oleh masyarakat perdesaan 

dapat menyebabkan perasaan terisolasi dan ketidakadilan, yang akhirnya memengaruhi keberhasilan 

jangka panjang program bantuan sosial. Ketidakpuasan sosial ini berpotensi menyebabkan perubahan 

sikap negatif terhadap program-program pemerintah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi 

efektivitas pemanfaatan bantuan sosial.  

Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin 

secara inklusif, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar bagi program-program seperti PKH, 

BPNT, dan KIS guna memperbaiki akses terhadap layanan dasar dan mengurangi kerentanan ekonomi 

(Negara & Tito, 2021; Nugroho et al., 2021; Palaon et al., 2020). Namun, efektivitas program ini masih 

terkendala oleh distribusi yang tidak merata, infrastruktur yang kurang memadai, rendahnya tingkat 

pendidikan penerima, serta pemahaman dan kemampuan penerima manfaat untuk memanfaatkan 

bantuan secara produktif (Giles & Satriawan, 2015). Efektivitas program-program ini bervariasi antar 

wilayah dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti akurasi dan tata kelola penargetan (Hardjono et al., 

2010).  
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Pertanyaan mendasar yang masih harus dijawab adalah sejauh mana efektivitas pemanfaatan 

bantuan sosial oleh penerima manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka. Efektivitas 

pemanfaatan bantuan sosial ini seringkali menjadi isu yang kompleks, terutama di wilayah perdesaan 

yang memiliki tantangan tersendiri dalam implementasinya. Secara geografis Kalurahan Ngargosari, 

Kepanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, berada di wilayah perbukitan. Selain keterbatasan 

akses infrastruktur, kondisi sosial-ekonomi masyarakatnya memiliki karakteristik tersendiri. Faktor-

faktor tersebut mempengaruhi cara pemanfaatan bantuan sosial yang mereka terima dan tentu akan 

berdampak pada efektivitasnya, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang 

menjadi alasan mengapa Kalurahan Ngargosari sangat menarik untuk diteliti.  

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Tahun 2023 menunjukkan, 

bahwa penerima bantuan sosial di Kalurahan Ngargosari tahun 2023 sebanyak 501 kepala keluarga 

(KK) dengan distribusi bantuan per wilayah sebagaimana tergambar pada Tabel 1. 

Tabel 1. Data Penerima Bantuan Sosial di Kalurahan Ngargosari Tahun 2023 

No Dusun Jumlah Penerima Manfaat Persentase 

1 Ngaliyan 79 15,77 

2 Pucung 44 8,78 

3 Petet 62 12,38 

4 Tegalsari 44 8,78 

5 Tritis 52 10,38 

6 Trayu 60 11,98 

7 Tulangan 33 6,59 

8 Ngaliyan Gunung A 42 8,38 

9 Ngaliyan Gunung B 23 4,59 

10 Canden 30 5,99 

11 Nguntuk-untuk 32 6,39 

   Jumlah 501 100 

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos, Tahun 2023. 

 

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah penerima manfaat program bantuan sosial di 

Kalurahan Ngargosari tahun 2023 mencapai 501 Kepala Keluarga (KK), dengan persentase terbanyak 

(15,77%) di Dusun Ngaliyan, persentase terbanyak kedua (12,38%) di Dusun Petet, dan persentase 

terbanyak ketiga (11,98%) di Dusun Trayu. Banyaknya penerima manfaat di ketiga lokasi tersebut 

mengindikasikan tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemahaman 

terhadap pemanfaatan bantuan sosial di wilayah ini menjadi sangat penting untuk menggali faktor-

faktor yang mempengaruhi efektivitas dari program bantuan sosial. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan, bahwa bantuan sosial memiliki dampak positif terhadap 

pengurangan kemiskinan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar, namun dampaknya 

terhadap pengentasan kemiskinan jangka panjang masih menjadi perdebatan (World Bank Group, 

2018). Di satu sisi, program seperti PKH telah berhasil meningkatkan partisipasi pendidikan dan 

kesehatan di kalangan keluarga miskin (Olken et al., 2014). Namun, di sisi lain, beberapa studi juga 

mengungkapkan bahwa penerima bantuan sering kali mengalami ketergantungan terhadap bantuan 
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tersebut, sehingga kurang mampu untuk bertransformasi menjadi lebih mandiri secara ekonomi 

(Brazys, 2018).  

Selain itu, terdapat perbedaan yang signifikan dalam cara penerima manfaat di berbagai wilayah 

memanfaatkan bantuan sosial. Di daerah perkotaan, bantuan sosial lebih banyak digunakan untuk 

kebutuhan pendidikan dan kesehatan, sementara di perdesaan dan wilayah terpencil, bantuan sering 

kali digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti pembelian bahan pangan dan alat produksi 

(Laksono et al., 2019; Weeks et al., 2023). Perbedaan ini menunjukkan bahwa latar belakang sosial-

ekonomi dan geografis penerima manfaat memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana 

bantuan sosial digunakan dan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka. 

Berdasar latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan 

bantuan sosial oleh penerima manfaat di Kalurahan Ngargosari. Secara khusus, penelitian ini akan 

mengidentifikasi bagaimana penerima manfaat menggunakan bantuan sosial dan apa dampak 

bantuan sosial terhadap peningkatan kesejahteraan atau penurunan kerentanan ekonomi. Dengan 

memahami dinamika pemanfaatan bantuan sosial di tingkat lokal, diharapkan temuan penelitian ini  

dapat menjadi panduan bagi pengambil kebijakan untuk merancang program-program bantuan sosial 

yang lebih tepat sasaran, yang tidak hanya memperhatikan keterbatasan geografis, tetapi juga 

partisipasi aktif penerima manfaat dalam memanfaatkan bantuan secara optimal. 

 

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods), yang menggabungkan data 

kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pemanfaatan 

bantuan sosial (Creswell & Clark, 2017). Desain yang digunakan adalah concurrent embedded design, di 

mana data kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan secara bersamaan, dengan fokus utama pada data 

kuantitatif (Ivankova et al., 2006). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih kaya dan 

menyeluruh, dengan data kuantitatif memberikan gambaran umum tentang karakteristik penerima 

bantuan sosial, sedangkan data kualitatif memperdalam pemahaman mengenai konteks dan dinamika 

sosial yang memengaruhi pemanfaatan bantuan sosial di Kalurahan Ngargosari. 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten 

Kulon Progo . Pemilihan lokasi penelitian ini tidak hanya didasarkan pada data kemiskinan dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kulon Progo dan DTKS tahun 2023, tetapi juga pada kenyataan bahwa 

sekitar 30% penduduk di Ngargosari tergolong dalam penerima bantuan sosial.  Ini mencerminkan 

tingginya ketergantungan penduduk terhadap program bantuan sosial yang sekaligus 

menggambarkan kerentanan ekonomi tinggi. Kalurahan Ngargosari merupakan wilayah perdesaan 

dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan keterbatasan akses informasi dan infrastruktur. Di wilayah 

perdesaan seperti ini, ketidakmerataan pemanfaatan bantuan sosial sering kali terjadi, karena penerima 

manfaat tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang bagaimana cara terbaik untuk 

memanfaatkan bantuan yang diterima. Keterbatasan akses ini menjadi tantangan besar dalam 

optimalisasi bantuan sosial, terutama dalam pengurangan kerentanannya. 

Populasi penelitian adalah seluruh keluarga miskin di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan 

Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, yang terdaftar dalam DTKS tahun 2023. Sampel penelitian dipilih 

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu 

yang relevan dengan tujuan penelitian (Palinkas et al., 2015). Sebanyak 40 responden yang terdiri dari 

penerima bantuan sosial di empat dusun (Ngaliyan, Petet, Ngaliyan Gunung A, dan Tegalsari) 

dilibatkan dalam penelitian ini untuk survei kuantitatif. Selain itu, 10 informan kunci dari dusun yang 

sama juga diwawancarai secara mendalam untuk mendapatkan data kualitatif.  

Data dikumpulkan melalui dua metode utama: kuesioner untuk pengumpulan data kuantitatif 

dan wawancara mendalam dengan panduan semi-terstruktur untuk pengumpulan data kualitatif.  

Data kuantitatif yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif, seperti distribusi 

frekuensi dan persentase, untuk menggambarkan karakteristik penerima manfaat serta pola 

pemanfaatan bantuan sosial (Agresti & Finlay, 2008). Sementara itu, analisis data kualitatif dilakukan 
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secara deskriptif interpretatif, di mana temuan dari wawancara dikodekan dan dianalisis untuk 

mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian (Miles et al., 2014). 

Pendekatan analisis gabungan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap 

konteks lokal, yang seringkali tidak dapat digambarkan hanya dengan data kuantitatif. 

 

3. Hasil 

3.1    Karakteristik Responden 

Penelitian ini melibatkan 40 responden di Kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh, 

Kabupaten Kulon Progo. Keempat puluh responden tersebut merupakan penerima bantuan sosial yang 

berasal dari empat dusun penerima yaitu: dusun Ngaliyan, Ngaliyan Gunung A, Petet dan Tegalsari. 

Semua responden berjenis kelamin perempuan karena mereka sering kali berperan sebagai pengelola 

utama keuangan rumah tangga, terutama dalam keluarga berpenghasilan rendah. Kebijakan sosial 

yang menargetkan perempuan juga berperan besar dalam hal ini, dengan tujuan untuk mendukung 

peran mereka dalam keluarga dan masyarakat, serta mengurangi kerentanan ekonomi yang lebih tinggi 

yang mereka hadapi. Dengan memberikan bantuan langsung kepada perempuan, program bansos 

berupaya untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk meningkatkan 

kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Karakteristik responden dapat disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian 

No Karakteristik Frekuensi Persentase (%) 

1 Kelompok Umur (Tahun)   

31-40 10 25 

41-50 20 50 

51-60 10 25 

2 Tingkat Pendidikan   

Tidak tamat SD/sederajat 2 5 

Tamat SD/sederajat 9 22,50 

Tamat SMP/Sederajat 10 25 

Tamat SMA/sederajat 18 45 

Tamat Diploma I/II/III 1 2,5 

3 Status Perkawinan   

Kawin 36 90 

Cerai Mati 3 7,50 

Cerai Hidup 1 2,50 

4 Pekerjaan   

Ibu Rumah Tangga 29 72,50 

Petani 6 15 

Pedagang 3 7,50 

Buruh Harian 1 2,50 

Buruh Tani 1 2,50 
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No Karakteristik Frekuensi Persentase (%) 

5 Jumlah Tanggungan Keluarga   

2 orang 2 5 

3 orang 4 10 

4 orang 19 47,50 

5 orang 9 22,50 

6 orang 5 12,50 

7 orang 1 2,50 

6 Penghasilan Per bulan   

 < Rp 1.000.000  3 7,50 

 Rp 1.001.000 - Rp 2.000.000  26 65 

 Rp 2.001.000 - Rp 3.000.000  5 12,50 

 Rp 3001.000 - Rp 4.000.000  3 7,50 

 Rp 4.001.000 - Rp 5.000.000  3 7,50 

Sumber: Analisis data primer, 2024 

 

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa berdasar usia, mayoritas responden (50%) berada 

dalam kelompok usia 41-50 tahun, yang merupakan rentang usia produktif. Pada usia ini, responden 

memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarga, seperti mengurus anak-anak yang masih sekolah. 

Berdasar Pendidikan, mayoritas responden (45%) telah menamatkan pendidikan SMA/sederajat, 

sedangkan 25% responden tamat SMP/sederajat, dan 22,5% tamat SD/sederajat. Hanya sedikit 

responden yang memiliki pendidikan di atas SMA. Ini berarti, tingkat pendidikan responden relatif 

rendah, yang bisa menjadi faktor pembatas dalam akses terhadap pekerjaan yang lebih baik dan 

berpenghasilan lebih tinggi, sehingga mempengaruhi kesejahteraan ekonomi mereka. Berdasar status 

perkawinan, mayoritas responden (90%) berstatus kawin, dengan sisanya terdiri dari cerai mati (7,5%) 

dan cerai hidup (2,5%). Tingginya persentase responden yang berstatus kawin menunjukkan stabilitas 

sosial, tetapi juga mengindikasikan tanggung jawab besar yang harus ditanggung, terutama jika 

mereka adalah kepala rumah tangga tunggal (single parent) yang bekerja untuk menghidupi 

keluarga. 

Berdasarkan pekerjaan, mayoritas responden (72,5%) berperan sebagai ibu rumah tangga, 

sedangkan yang lainnya bekerja sebagai petani (15%), pedagang (7,5%), buruh harian, dan buruh tani 

(masing-masing 2,5%). Tingginya persentase ibu rumah tangga menunjukkan ketergantungan pada 

pendapatan suami atau bantuan sosial. Sedikitnya jumlah responden yang bekerja di sektor formal 

mencerminkan tantangan ekonomi dalam akses terhadap pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan 

tetap. Berdasar tanggungan keluarga, sebagian besar responden (47,5%) menanggung 4 orang dalam 

keluarga, diikuti 5 orang tanggungan (22,5%). Hanya sedikit yang memiliki 2 atau 3 orang 

tanggungan. Jumlah tanggungan yang relatif tinggi menunjukkan beban ekonomi yang besar bagi 

rumah tangga, terutama dengan pendapatan yang rendah dan keterbatasan akses ke pekerjaan yang 

baik. Berdasar penghasilan rata-rata per bulan, sebagian besar responden (65%) berpenghasilan antara 

Rp 1.001.000 - Rp 2.000.000 per bulan. Hanya 7,5% yang berpenghasilan di bawah Rp 1.000.000, dan 

selebihnya berada di rentang penghasilan yang sedikit lebih tinggi. Pendapatan bulanan yang rendah 

ini menegaskan kerentanan ekonomi dari sebagian besar rumah tangga dalam penelitian ini, yang 

mungkin sangat bergantung pada bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar. 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan, bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini 

berada pada usia produktif namun memiliki pendidikan yang relatif rendah, yang membatasi akses 

mereka terhadap pekerjaan dengan penghasilan lebih baik. Sebagian besar responden adalah ibu 

rumah tangga dengan tanggungan keluarga yang besar dan pendapatan rendah. Hal ini menunjukkan 
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tingginya tingkat ketergantungan pada bantuan sosial untuk menopang kesejahteraan ekonomi 

keluarga mereka. Program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan 

pekerjaan bisa menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kerentanan mereka 

terhadap kemiskinan.  

 

3.3   Bantuan Sosial dan Pemanfaatannya bagi Penerima Manfaat 

3.2.1 Bantuan Sosial dan Beberapa Aspek Terkait 

Bantuan sosial adalah bentuk intervensi pemerintah atau lembaga non-pemerintah untuk 

membantu individu atau keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Bentuk bantuan ini bisa 

berupa uang tunai, barang, atau layanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

penerima. Bantuan sosial merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk mengurangi 

ketidaksetaraan dan mendukung kelompok rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka 

(Hulme & Barrientos, 2008). Bantuan sosial dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk: (a) 

Transfer Tunai: Pembayaran langsung dalam bentuk uang kepada individu atau keluarga, (b) 

Bantuan Pangan: Distribusi makanan atau voucher pangan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, (c) 

Pelayanan Kesehatan: Akses gratis atau subsidi untuk layanan Kesehatan, (d) Bantuan Pendidikan: 

Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin, (e) Program 

Ketenagakerjaan: Pelatihan keterampilan dan penempatan kerja bagi pengangguran atau pekerja 

informal (Barrientos, 2013). 

Program bantuan sosial yang diterima responden ada lima, yaitu: PKH, BPNT, Bantuan Sosial 

Beras (BSB), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Distribusi 

responden berdasar program bantuan sosial yang diterima, besar bantuan, sumber bantuan, waktu 

menerima bantuan dan tempat pencairan bantuan dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Program Bantuan Sosial yang Diterima Responden 

No 
Program 

Bansos 
Besar Bantuan Sumber Bantuan 

Sejak Kapan 

Menerima 

Tempat Pencairan 

Bantuan 

1 PKH Sesuai komponen, 

minimal Rp 75.000, 

maksimal Rp 800.000, 

dan rata-rata Rp 

269.925 per bulan 

APBN/Kemensos 2010-2023 BNI, Kantor Pos 

2 BPNT Rp 200.000/bulan APBN/Kemensos 2018-2022 BNI 

3 BSB 10 kg/ bulan APBN/Kemensos 2023 Kalurahan 

4 BLT 100.000/bulan APBN/Dana 

Kalurahan 

2023 Kalurahan, Kantor 

Pos 

5 PIP Rp 67.500/bulan 

(SMP) dan Rp 

32.500/bulan (SD) 

APBN/ 

Kemendikbud 

2017 & 2023 BRI 

Sumber: Analisis data primer, 2024 

Data pada Tabel 3 menggambarkan karakteristik bantuan sosial yang diterima responden, yang 

teridentifikasi menjadi lima kelompok, besar bantuan yang diterima per bulan baik berupa beras 
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maupun uang (tunai atau transfer), waktu penerimaan bantuan dan tempat pencairan bantuan yang 

teridentifikasi menjadi tiga kelompok yaitu kantor pos (sebagian PKH dan BLT), Kalurahan (BSB) dan 

Bank (BNI untuk PKH dan BPNT) dan BRI untuk PIP. Data pada Tabel 4 menunjukkan, bahwa 

sebagian besar penerima manfaat (47,5%) mendapatkan kombinasi PKH, BPNT, dan BSB. Sedangkan 

kombinasi PKH dan BPNT diterima oleh 32,5% responden. Kombinasi berbagai jenis bantuan sosial 

menunjukkan, bahwa keluarga penerima manfaat memiliki kebutuhan yang kompleks dan beragam 

yang memerlukan lebih dari satu jenis bantuan.  

Hal ini juga mencerminkan integrasi berbagai program bantuan untuk mencapai cakupan yang 

lebih komprehensif dalam mengatasi kemiskinan. Terkait bentuk bantuan sosial, sebagian besar 

penerima manfaat (50%) menerima bantuan dalam bentuk transfer uang, sementara 42,5% menerima 

kombinasi transfer uang dan beras. Hanya sebagian kecil yang menerima uang tunai saja (2,5%) atau 

kombinasi uang tunai dan beras (5%). Besarnya bantuan sosial disalurkan melalui transfer uang, 

menunjukkan preferensi untuk bentuk bantuan yang lebih fleksibel, memungkinkan penerima 

manfaat untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Transfer uang juga 

dianggap lebih efisien dan dapat mengurangi risiko penyimpangan dalam distribusi barang fisik 

seperti beras. Mayoritas bantuan (95%) disalurkan setiap dua bulan sekali, hanya 5% yang disalurkan 

setiap tiga bulan sekali. Frekuensi penyaluran yang dominan setiap dua bulan sekali menunjukkan 

upaya untuk memberikan dukungan yang cukup sering agar penerima manfaat dapat memenuhi 

kebutuhan dasar mereka secara kontinu. Frekuensi yang lebih tinggi dapat mengurangi kesulitan 

finansial antara periode penyaluran dan memungkinkan perencanaan keuangan yang lebih baik oleh 

penerima manfaat. 

Tabel 4. Jenis, Bentuk dan Periode Bantuan Sosial yang Diterima Responden  

No Aspek Frekuensi Persentase (%) 

1 Jenis Bantuan Sosial yang Diterima   

PKH  3 7,50 

PKH dan BPNT 13 32,50 

PKH, BPNT dan PIP 2 5 

PKH dan BSB 2 5 

PKH, BPNT, BSB 19 47,50 

BPNT, BPNT, BLT 1 2,5 

2 Bentuk Bantuan Sosial   

Transfer uang  20 50 

Transfer uang dan beras 17 42,50 

Uang tunai 1 2,5 

Uang tunai dan beras 2 5 

3 Periode Penyaluran Bantuan Sosial   

Dua bulan sekali 38 95 

Tiga bulan sekali 2 5 

Sumber: Analisis data primer, 2024 

 

3.2.2. Pemanfaatan Bantuan Sosial Bagi Keluarga Penerima Manfaat 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa bantuan sosial yang diterima oleh responden dimanfaatkan 

secara bervariasi sebagaimana terlihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Pemanfaatan Bantuan Sosial oleh Responden 

 

Berdasar data pada Gambar 1, membiayai sekolah/pendidikan dan membeli sembako adalah dua 

pemanfaatan bantuan sosial yang paling umum, dengan masing-masing digunakan oleh 36 

responden. Ini menunjukkan, bahwa kebutuhan pendidikan dan kebutuhan dasar seperti sembako 

adalah prioritas utama bagi sebagian besar keluarga yang menerima bantuan sosial. Membeli beras 

juga merupakan pemanfaatan yang cukup umum, digunakan oleh 33 responden. Ini memperlihatkan, 

bahwa bantuan sosial sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok. Membayar hutang 

dimanfaatkan oleh 19 responden. Ini menunjukkan, bahwa sebagian penerima bantuan sosial 

menggunakan dana yang diterima untuk mengurangi beban finansial yang mungkin telah mereka 

tanggung sebelumnya. Membeli kebutuhan keluarga yang lain dipilih oleh 23 responden, 

menunjukkan bahwa ada kebutuhan lain di luar pendidikan dan pangan yang juga penting untuk 

dipenuhi. 

Data ini mengindikasikan, bahwa bantuan sosial sangat penting untuk kebutuhan primer seperti 

pendidikan dan makanan. Keluarga yang menerima bantuan ini cenderung memprioritaskan hal-hal 

yang berhubungan dengan kelangsungan hidup sehari-hari dan investasi masa depan anak-anak 

mereka. Jumlah responden yang menggunakan bantuan sosial untuk membayar hutang (19 orang) 

menunjukkan bahwa ada beban hutang yang signifikan di antara sebagian penerima bantuan. Ini bisa 

menjadi indikasi adanya ketergantungan pada hutang untuk menutupi kebutuhan dasar sebelum 

mendapatkan bantuan. Fakta bahwa 23 responden menggunakan bantuan sosial untuk kebutuhan 

keluarga lainnya menunjukkan adanya kebutuhan tambahan yang tidak tercakup dalam kategori-

kategori utama. Ini bisa mencakup berbagai hal mulai dari kesehatan, pakaian, hingga kebutuhan 

khusus lainnya. 

Secara kualitatif terungkap, kemanfaatan bantuan sosial dapat tergambar dari penuturan 

informan sebagai berikut:  

"Bantuan sosial sangat bermanfaat untuk membantu biaya pengeluaran anak, terutama pendidikan. 

Kebutuhan dasar kini bisa terpenuhi dengan lebih baik." (Tarmiyati, Ibu Rumah Tangga, 42 tahun). 

"Dengan bantuan sosial, keluarga kami bisa memulai usaha kecil-kecilan, yang membantu meningkatkan 

pendapatan keluarga." (Siti Mudamidah, Ibu Rumah Tangga, 26 tahun).  

"Bantuan ini sangat membantu untuk kebutuhan pendidikan anak, sehingga anak-anak kami tidak putus 
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sekolah." (Wasidah, Ibu Rumah Tangga, 42 tahun);. 

"Bantuan yang diberikan memudahkan saya untuk membeli keperluan sekolah anak, terutama untuk buku-

buku yang sebelumnya sulit terpenuhi." (Titik Sulistyowati, Buruh Harian, 40 tahun). 

"Bantuan sosial membantu kebutuhan sehari-hari, dan ini memungkinkan anak saya untuk tetap 

melanjutkan sekolah tanpa harus khawatir soal biaya." (Siti Halimah, Ibu Rumah Tangga, 28 tahun).  

Kutipan-kutipan ini menggambarkan bahwa bantuan sosial sangat membantu informan dalam 

memenuhi kebutuhan dasar, terutama terkait pendidikan dan upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan keluarga. Dalam banyak kasus, hasil kuantitatif (seperti "membiayai pendidikan" atau 

"membeli sembako") sejalan dengan wawancara yang menyebut bantuan tersebut membantu 

kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, dan sebagainya. 

 

3.3. Bantuan Sosial dan Kontribusinya pada Kesejahteraan Keluarga 

3.3.1 Kondisi Kesejahteraan Keluarga Responden 

Tingkat kesejahteraan keluarga responden dianalisis dengan membandingkan rata-rata 

pengeluaran rumah tangga per bulan dengan standar garis kemiskinan. Pengeluaran rumah tangga 

petani dikategorikan menjadi dua, yaitu pengeluaran untuk konsumsi dan non konsumsi. 

Pengeluaran untuk konsumsi sehari-hari dapat dimaknai sebagai pengeluaran untuk memenuhi 

kebutuhan dasar pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, 

mineral dan lainnya. Sedangkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan non-konsumsi 

diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan listrik, BBM, pulsa, pendidikan, transportasi, sosial dan 

lainnya.  

Berdasar hasil survei, diketahui bahwa besar pengeluaran rata-rata keluarga responden per 

bulan untuk konsumsi, yang terendah sebesar Rp 405.000 tertinggi Rp. 1.210.000 dan rata-rata Rp 

734.825. Sedangkan pengeluaran rata-rata keluarga responden per bulan untuk non konsumsi 

terendah Rp. 570.000 tertinggi Rp 2.585.000 dan rata-rata adalah Rp. 1.242.000. Adapun pengeluaran 

rata-rata keluarga responden per bulan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan non konsumsi, 

terendah Rp. 1.232.000 tertinggi Rp 3.593.000 dan rata-rata Rp. 1.977.725 sebagaimana terlihat dalam 

Tabel 5. 

Tabel 5. Pengeluaran Rata-rata per Bulan untuk Kebutuhan Konsumsi, Non Konsumsi dan Total 

Konsumsi & Non konsumsi  

No Aspek  Pengeluaran Per Bulan Total Pengeluaran untuk 

Konsumsi & Non 

Konsumsi 

Konsumsi 

(Rupiah) 

Non Konsumsi 

1 Minimal      405.000 570.000 1.232.000 

2 Maksimal 1.210.000 2.585.000 3.593.000 

3 Rata-rata 734.825 1.242.000 1.977.725 

Sumber: Analisis data primer, 2024 

 

Total pengeluaran rumah tangga sebagaimana terlihat pada Tabel 5 memperlihatkan jumlah 

keseluruhan yang dihabiskan oleh rumah tangga dalam waktu sebulan. Rata-rata total pengeluaran 

sebesar Rp 1.977.725 mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah tangga mengalokasikan hampir 

dua juta rupiah per bulan untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik konsumsi maupun non-

konsumsi. Variasi pengeluaran minimum dan maksimum menunjukkan adanya perbedaan dalam 

kemampuan ekonomi di antara responden, dengan beberapa rumah tangga mungkin memiliki 

sumber daya yang lebih besar atau kebutuhan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. 

Data pada Tabel 5 juga mengindikasikan adanya kerentanan ekonomi yang dialami responden. 

Rata-rata pengeluaran yang relatif rendah menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga 

memiliki pendapatan yang terbatas, sehingga pengeluaran mereka juga terbatas pada kebutuhan-
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kebutuhan dasa. Pengeluaran non-konsumsi yang lebih tinggi dari konsumsi menunjukkan, bahwa 

banyak rumah tangga memiliki komitmen yang signifikan terhadap kebutuhan di luar konsumsi 

langsung, seperti pendidikan atau hutang. Ini bisa menjadi indikator tekanan finansial yang tinggi 

pada rumah tangga tersebut. Mengingat pengeluaran yang terbatas dan tekanan finansial yang tinggi, 

maka bantuan sosial sangat diperlukan untuk membantu meringankan beban rumah tangga, 

terutama dalam memenuhi kebutuhan non-konsumsi yang mendesak. 

Kondisi kesejahteraan responden berbeda-beda. Untuk menentukan tingkat kesejahteraan 

responden adalah dengan membandingkannya dengan standar pengeluaran perkapita. Pengeluaran 

perkapita dapat dimaknai sebagai biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah 

tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan 

dengan paritas daya beli. Apabila keluarga tidak bisa mencapai standar pengeluaran perkapita, maka 

dapat dikatakan posisinya berada di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminan 

nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan 

pokoknya selama satu bulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. GK terdiri dari Garis 

Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).  

Biro Pusat Statistik Indonesia menetapkan garis kemiskinan pada Maret 2023 sebesar Rp. 550.458 

per kapita per bulan. Jumlah itu terdiri dari Rp. 408.522 (74,21%) per kapita per bulan untuk 

pengeluaran makanan, dan Rp 141.936 (25,79%) per kapita per bulan untuk pengeluaran non 

makanan. Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang 

anggota rumah tangga. Apabila ditinjau secara rumah tangga, maka Garis Kemiskinan rumah tangga 

mencapai Rp. 2.592.657 per rumah tangga per bulan (BPS, 2023). Untuk Kabupaten Kulon Progo, GK 

sebesar Rp 416.870 per kapita per bulan. Kalau jumlah anggota rumah tangga rata-rata empat 

sebagaimana temuan penelitian ini, berarti besar per kapita Rp. 1.667.480/rumah tangga/bulan. 

Penduduk dikatakan miskin kalau pengeluaran per kapita di bawah Rp 416.870 (personal) atau di 

bawah Rp1.667.480 (rumah tangga). Kemiskinan ekstrim (UN,1996) adalah kondisi ketidakmampuan 

dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, 

kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada 

pendapatan, tapi juga akses pd layanan sosial.  Indikator kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang 

berpendapatan di bawah US$1,91 PPP (purchasing power parity) per kapita per hari. Besar index 

kemiskinan ekstrem per orang/bulan adalah Rp11.941x30= Rp. 358.230, untuk rumah tangga Rp. 

1.533.230 per rumah tangga per bulan. Atas dasar analisis tersebut, maka kondisi kesejahteraan rumah 

tangga responden jika dibandingkan garis kemiskinan nasional (sebesar Rp. 2.592.657 per rumah 

tangga per bulan), maka sebagian besar (85%) rumah tangga responden di bawah garis kemiskinan 

nasional. Jika dibandingkan garis kemiskinan Kabupaten Kulon Progo (sebesar Rp. 1.667.480 per 

rumah tangga per bulan), maka mayoritas (40%) rumah tangga petani di Kabupaten Kulon Progo 

berada di bawah garis kemiskinan.  Dibandingkan garis kemiskinan ekstrim (sebesar Rp. 1.533.230 

per rumah tangga per bulan), maka terdapat 20% rumah tangga petani di Kabupaten Kulon Progo 

berada di bawah garis kemiskinan ekstrim.  

 

 

 

 

 

Tabel 6. Status Kesejahteraan Responden Berdasarkan Standar Garis Kemiskinan (GK) 
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Sumber: Analisis data primer, 2024 

Berdasar hasil analisis dapat disimpulkan, bahwa sebagian besar keluarga dalam penelitian ini 

hidup dengan pendapatan yang sangat rendah. Artinya, mereka tak mampu memenuhi kebutuhan 

dasar hidup layak dan dalam kondisi rentan pangan. Ini menekankan perlunya intervensi bantuan 

sosial yang lebih kuat dan terarah untuk kelompok ini. 

Secara kualitatif, terkait perubahan kesejahteraan yang dialami keluarga informan setelah 

menerima bantuan sosial, berikut adalah tujuh kutipan yang mewakili pandangan para informan:  

"Setelah menerima bantuan, saya bisa mencukupi kebutuhan sekolah anak, terutama untuk buku-buku 

yang sebelumnya sulit kami beli." (Titik Sulistyowati, Buruh Harian, 40 tahun). 

 "Bantuan ini sangat membantu, sekarang saya bisa mencukupi kebutuhan anak-anak untuk sekolah, 

sehingga mereka tidak putus sekolah." (Santo Tri Sulistyani, Pedagang, 38 tahun). 

 "Kini saya bisa menyekolahkan anak-anak hingga ke tingkat SLTA tanpa harus khawatir soal biaya, yang 

sebelumnya menjadi kendala besar." (Sulasmi, Ibu Rumah Tangga, 45 tahun). 

 "Dengan bantuan ini, saya bisa membeli makanan yang bergizi untuk lansia di keluarga kami, 

meningkatkan kesehatan mereka." (Wasiyah, Pedagang, 50 tahun). 

 "Bantuan sosial ini membantu saya untuk memenuhi perlengkapan sekolah anak, yang sebelumnya 

menjadi beban berat bagi keluarga kami." (Nur Hidayah, Pedagang, 35 tahun). 

 "Dengan bantuan ini, anak saya tetap bisa bersekolah, tidak perlu khawatir putus sekolah karena 

kekurangan biaya." ( Wasidah, Ibu Rumah Tangga, 42 tahun). 

 "Bantuan sosial ini sangat membantu, sekarang saya bisa membeli buku dan perlengkapan sekolah yang 

dibutuhkan anak." (Titik Sulistyowati, Buruh Harian, 40 tahun).  

Kutipan hasil wawancara dengan sejumlah informan menggambarkan, bahwa pasca menerima 

bantuan sosial, kesejahteraan informan dan keluarganya meningkat, terutama terkait pemenuhan 

kebutuhan dasar dan pendidikan anak-anak mereka. Bahkan terungkap, bahwa bantuan sosial yang 

diterima juga sangat berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan lansia yang menjadi 

tanggungan keluarga. 

 

3.3.2 Efektivitas Bantuan Sosial untuk Mengurangi Kerentanan Ekonomi 

Efektivitas bantuan sosial, dilihat dari kontribusi bansos terhadap pendapatan dan pengeluaran 

keluarga. Rata-rata bantuan sosial yang diterima per keluarga responden per bulan adalah Rp 434.925. 

Bantuan sosial berkontribusi terhadap 4% hingga 58,9% dari total pendapatan keluarga, dan 4,89% 

hingga 47,18% dari total pengeluaran keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan sosial 

berkontribusi secara signifikan bagi keluarga dengan tingkat pendapatan rendah, membantu mereka 

bertahan dari guncangan ekonomi dan memenuhi kebutuhan mendesak. Kontribusi Bantuan Sosial 

terhadap pendapatan dan pengeluaran keluarga responden dapat digambarkan pada Tabel 7.  

Data pada Tabel 7, menunjukkan, bahwa kontribusi bantuan sosial pada keluarga responden 

sangat bervariasi. Semakin kecil pendapatan atau pengeluaran keluarga, maka semakin besar 

kontribusi yang diberikan oleh bantuan sosial. Sebaliknya, semakin besar pendapatan atau pengeluaran 

keluarga, maka kontribusi yang diberikan bansos relatif kecil persentasenya. 

 

Tabel 7. Kontribusi Bantuan Sosial terhadap Pendapatan & Pengeluaran Keluarga Per Bulan 

< GK 

Nasional 

> GK 

Nasional 

< GK Kulon 

Progo 

> GK Kulon 

Progo 

< GK 

Ekstrem 

> GK 

Ekstrem 

Rp 2.592.657/Rumah 

Tangga/Bulan 

Rp 1.667.480/Rumah 

Tangga/Bulan 

Rp 1.533.230/Rumah 

Tangga/Bulan 

f % f % f % f % f % f % 

3 85 6 15 16 40 24 60 8 20 32 80 
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 Bantuan 

Sosial 

(Rupiah) 

Total Pendapatan 

Keluarga 

(Rupiah/bln) 

Total 

Pengeluaran 

Keluarga 

(Rupiah/bln) 

Kontribusi 

Terhadap 

Pendapatan (%) 

Kontribusi 

Terhadap  

Pengeluaran 

(%) 

Minimal  75.000   775.000    1.232.000  4 4,89 

Maksimal  1.075.000    4.875.000     3.593.000  58,9 47,18 

Rerata   434.925   1.940.675       1.977.725  25,87 23,26 

Sumber: Analisis data primer, 2024 

  

Merujuk pada Tabel 6 tentang kondisi kesejahteraan responden, terlihat bahwa sebanyak 80% 

keluarga berhasil melampaui garis kemiskinan ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan sosial 

efektif dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar mereka atau membantu mereka mencapai 

level kesejahteraan yang lebih baik. Dengan kalimat lain, bantuan sosial sangat membantu dalam 

mengurangi kerentanan ekonomi, terutama bagi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan 

ekstrem. Namun, ketika diukur berdasarkan Garis Kemiskinan Nasional, 85% responden masih berada 

di bawah garis ini, menunjukkan bahwa meskipun bantuan sosial dapat mengurangi kerentanan, 

masih banyak keluarga yang membutuhkan dukungan lebih besar untuk benar-benar keluar dari 

kemiskinan. Ini berarti, efektivitas bansos dalam mengangkat keluarga di atas garis kemiskinan 

nasional tetap terbatas, menandakan perlunya dukungan tambahan yang lebih holistik, seperti peluang 

kerja atau pendidikan yang lebih baik, untuk mengurangi ketergantungan jangka panjang. 

 

4. Pembahasan 

Bantuan sosial merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang krusial dalam upaya 

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga yang 

berada di bawah garis kemiskinan. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan finansial 

yang dapat digunakan penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, 

pendidikan, dan kesehatan. Bagi banyak keluarga penerima manfaat, bantuan sosial tidak hanya 

berfungsi sebagai bantuan sementara, melainkan sebagai komponen penting dalam strategi bertahan 

hidup mereka. Bantuan tersebut membantu mengurangi beban ekonomi dan memberikan peluang 

untuk meningkatkan kualitas hidup. 

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas responden memanfaatkan bantuan sosial untuk 

memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan dan pendidikan, serta untuk menyelesaikan persoalan 

finansial seperti membayar hutang dan memenuhi kebutuhan keluarga lainnya. Temuan ini relevan 

dengan Teori Kebutuhan Dasar (Doyal & Gough, 1991; Salecker et al., 2020; Streeten & Burki, 1978)), 

yang menyatakan bahwa bantuan sosial memiliki peran kritis dalam memenuhi kebutuhan dasar. 

Menurut teori ini, kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan 

pokok, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks ini, bantuan sosial bertujuan 

menjamin bahwa kelompok masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan tersebut (Ravallion et al., 

2009). Penelitian ini menemukan bahwa bantuan sosial yang diterima, seperti PKH, BPNT, dan PIP, 

digunakan oleh penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pendidikan, konsisten 

dengan prinsip-prinsip Teori Kebutuhan Dasar. 

Selain itu, temuan bahwa bantuan sosial digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak 
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mendukung Teori Modal Manusia yang dikemukakan oleh Becker (1975) Teori ini menyatakan bahwa 

pendidikan dan kesehatan adalah investasi penting dalam modal manusia yang dapat meningkatkan 

produktivitas individu, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan 

menggunakan bantuan sosial untuk membiayai pendidikan, penerima manfaat berinvestasi dalam 

peningkatan potensi ekonomi keluarga mereka di masa depan. 

Dalam kerangka Teori Jaring Pengaman Sosial, bantuan sosial berfungsi sebagai alat untuk 

melindungi rumah tangga miskin dari guncangan ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau 

bencana alam. Program bantuan sosial memberikan stabilitas ekonomi dan sosial yang penting bagi 

keluarga miskin, dengan mencegah mereka jatuh lebih dalam ke dalam kemiskinan (Holzmann & 

Jørgensen, 2001; World Bank Group, 2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa penerima 

manfaat menggunakan bantuan sosial untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan mendesak 

lainnya, yang menegaskan fungsi bantuan sosial sebagai jaring pengaman yang melindungi keluarga 

dari ketidakstabilan ekonomi. 

Teori Deprivasi Relatif pertama kali diperkenalkan oleh (W. Runciman, James A. Geschwender, 

1966) dalam bukunya yang berjudul "Relative Deprivation and Social Justice: A Study of Attitudes to Social 

Inequality in Twentieth-Century England". Runciman membahas konsep ketidakadilan sosial dan 

ketidaksetaraan melalui lensa deprivasi relatif. Deprivasi relatif adalah perasaan seseorang bahwa 

mereka kurang beruntung dibandingkan dengan orang lain dalam kelompok referensi mereka, 

meskipun mereka mungkin tidak miskin secara absolut. Runciman menggunakan survei dan data 

historis untuk mengeksplorasi bagaimana perasaan ketidakadilan ini mempengaruhi sikap dan 

perilaku sosial di Inggris pada abad ke-20. Buku ini juga membahas bagaimana ketidaksetaraan sosial 

dipersepsikan oleh berbagai kelas sosial dan bagaimana perasaan ketidakadilan dapat mempengaruhi 

stabilitas sosial dan politik. Teori Deprivasi Relatif berhubungan erat dengan kemiskinan karena teori 

ini menjelaskan bagaimana perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan muncul ketika individu atau 

kelompok merasa bahwa mereka kurang beruntung dibandingkan dengan orang lain di sekitar 

mereka. Dalam konteks penelitian ini, penerima manfaat mungkin merasa lebih stabil secara ekonomi 

dibandingkan dengan kondisi mereka sebelumnya atau dibandingkan dengan individu yang tidak 

menerima bantuan. Penggunaan bantuan sosial untuk pendidikan dan pangan dapat dipahami 

sebagai upaya untuk mengurangi deprivasi relatif, dengan tujuan mencapai standar hidup yang lebih 

baik daripada kondisi sebelum menerima bantuan. 

Temuan juga menunjukkan bahwa kombinasi berbagai jenis bantuan sosial, seperti PKH, BPNT, 

dan PIP, memberikan dampak yang lebih signifikan. Studi oleh World Bank (2018) menunjukkan 

bahwa jaring pengaman sosial yang terdiri dari berbagai bentuk bantuan lebih efektif dalam 

mengurangi kerentanan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Hal ini didukung oleh 

temuan penelitian ini, di mana mayoritas penerima mendapatkan lebih dari satu jenis bantuan, yang 

memungkinkan mereka memenuhi berbagai kebutuhan secara lebih komprehensif. 

Namun, terdapat perbedaan antara temuan kuantitatif dan kualitatif terkait penggunaan 

bantuan sosial untuk membayar hutang. Meskipun survei menunjukkan bahwa 19 responden 

memanfaatkan bantuan untuk membayar hutang, wawancara kualitatif tidak mengungkapkan 

pernyataan eksplisit mengenai hal tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor: (1) rasa 

malu atau enggan mengakui bahwa bantuan digunakan untuk membayar hutang, (2) kecenderungan 

informan untuk lebih fokus pada manfaat positif, seperti pendidikan dan kesehatan, atau (3) faktor 

sosial dan budaya yang membuat penggunaan bantuan untuk membayar hutang dianggap tabu atau 

tidak layak untuk disampaikan. Dengan demikian, meskipun kemungkinan bantuan digunakan 

untuk membayar hutang tetap ada, informan mungkin merasa enggan untuk menyampaikannya 

secara terbuka. 

Secara keseluruhan, bantuan sosial terbukti efektif dalam membantu penerima manfaat 

memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi kerentanan ekonomi. Banyak studi, seperti yang 

dilakukan oleh World Bank dan UNICEF, menunjukkan bahwa bantuan sosial dapat meningkatkan 

akses terhadap pendidikan dan kesehatan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan 
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stabilitas ekonomi keluarga. Penelitian ini mendukung temuan tersebut, bahwa bantuan sosial 

digunakan untuk pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya, mencerminkan efektivitas program 

dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun, untuk meningkatkan efektivitas program 

dalam jangka panjang, diperlukan reformasi struktural serta program pemberdayaan ekonomi yang 

berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar keluarga penerima manfaat dapat mencapai kemandirian 

ekonomi dan tidak terus bergantung pada bantuan sosial. 

 

5. Kesimpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menerima kombinasi bantuan sosial 

seperti PKH, BPNT, dan BSB, yang digunakan terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti 

pangan dan pendidikan, serta untuk mengatasi masalah finansial seperti hutang. Peran perempuan 

sebagai pengelola utama bantuan sosial dalam rumah tangga menyoroti pentingnya pemberdayaan 

perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

Bantuan sosial berperan signifikan dalam menyediakan jaring pengaman ekonomi bagi keluarga 

miskin, dengan kontribusi terhadap pendapatan keluarga berkisar antara 4% hingga 58,9% dan 

terhadap pengeluaran antara 4,89% hingga 47,18%. Meskipun 80% keluarga penerima manfaat berhasil 

melampaui garis kemiskinan ekstrem, 85% masih berada di bawah garis kemiskinan nasional, 

menandakan bahwa bantuan sosial belum cukup untuk sepenuhnya mengentaskan mereka dari 

kemiskinan sehingga diperlukan dukungan tambahan untuk mencapai kemandirian ekonomi atau 

tingkat kesejahteraan yang lebih baik. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori dan studi empiris yang menekankan peran bantuan 

sosial dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, terutama di wilayah 

perdesaan, khususnya di Kalurahan Ngargosari yang menjadi lokus penelitian ini. Namun, untuk 

mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan efektivitas program 

bantuan sosial melalui penargetan yang lebih akurat dan program pemberdayaan ekonomi yang 

berkelanjutan. 

 

6. Saran 

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan 

efektivitas program bantuan sosial: (1) Penargetan yang Lebih Akurat: Diperlukan perbaikan dalam 

sistem penentuan penerima bantuan sosial untuk memastikan bahwa bantuan mencapai kelompok 

yang paling membutuhkan. Pemutakhiran data dan penggunaan teknologi yang lebih baik dapat 

membantu meningkatkan akurasi penargetan; (2) Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan: Bantuan 

sosial perlu didukung oleh program pemberdayaan ekonomi agar keluarga penerima manfaat dapat 

mencapai kemandirian finansial. Pelatihan keterampilan dan akses kepada modal usaha harus menjadi 

bagian integral dari program bantuan sosial; (3) Peningkatan Akses Pendidikan: Mengingat banyaknya 

responden yang memanfaatkan bantuan sosial untuk pendidikan, pemerintah perlu memperluas 

program beasiswa atau bantuan biaya sekolah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-

anak dari keluarga kurang mampu dapat terus mengakses pendidikan berkualitas, yang merupakan 

investasi jangka panjang dalam mengurangi kemiskinan antar generasi; (4) Peningkatan Peran 

Perempuan: Mengingat peran perempuan yang signifikan dalam pengelolaan bantuan sosial, perlu 

adanya program khusus yang fokus pada pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan keterampilan, 

akses modal usaha, dan peningkatan kapasitas ekonomi perempuan. Dengan demikian, mereka dapat 

berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga; (5) Peningkatan Edukasi dan 
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Sosialisasi: Penerima manfaat harus mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara mengelola 

bantuan secara efektif untuk kebutuhan jangka panjang, termasuk pendidikan dan kesehatan, sehingga 

dampak bantuan dapat lebih berkelanjutan; (6) Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Monitoring dan 

evaluasi yang berkelanjutan perlu dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan 

digunakan sesuai tujuan. Evaluasi berkala akan memungkinkan program bantuan sosial terus 

berkembang dan tetap relevan dengan kebutuhan penerima berdasarkan data aktual. Dengan 

penerapan rekomendasi ini, diharapkan program bantuan sosial dapat lebih efektif dalam mengurangi 

kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi bagi masyarakat yang paling rentan. 

 

Ucapan terimakasih: Terima kasih disampaikan kepada P3M STPMD “APMD” atas fasilitasi dana riset 

individual yang diberikan, Perangkat Kalurahan Ngargosari, Pendamping PKH Kalurahan Ngargosari 

(mba Ika dan Mas Nuryanto), responden dan informan penelitian atas kerjasama dan data yang 

diberikan sehingga penelitian ini bisa diselesaikan. 
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